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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan pembuatan kartu tanda pencari kerja (AK 1). Judul skripsi
diangkat berdasarkan permasalahan kinerja pelayanan pembuatan AK 1 yang dilaksanakan oleh Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu
Raya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya
adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik
analisis domain. Lokasi penelitian ialah kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kubu Raya. Subjek penelitian ialah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja, Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja, Petugas Layanan, dan pencari kerja yang mengurus pembuatan kartu AK 1.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kinerja pelayanan yang diberikan oleh Bidang
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, seringnya
terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan AK 1, kurangnya tenaga pegawai
khusus dalam pelaksanaan pelayanan AK 1, dan pegawai belum sepenuhnya disiplin. Untuk itu,
rekomendasinya adalah dengan meningkatkan kinerja fasilitas operasional dengan memperbaiki alat-alat
operasional, menyediakan ruangan khusus pelayanan dan sarana prasaran pendukung layanan yang
satandar. Kemudian melakukan rekrutmen pegawai khusus sebagai petugas layanan atau Pengantar Kerja
dari pegawai Negeri Sipil dan juga dengan meningkatkan disiplin pegawai dengan penerapan sanksi
tegas dan absen elektronik.

Kata kunci: kinerja, pelayanan, kartu AK 1

Abstract
This study aims to describe the performance of Social Affairs, Manpower and Transmigration Kubu
Raya regency in making service cards jobseekers (AK 1). Title essay concerns issued by AK 1
manufacturing service performance conducted by Field Workforce Training and Placement, Department
of Social, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency
This study uses a qualitative descriptive approach. Techniques of data collection is by interview,
observation and document study. Analysis using domain analysis techniques. Location of the study is the
Social Service Office, Manpower and Transmigration Kubu Raya regency. Research subject is the Head
of Department, Head of Workforce Training and Placement, Placement Head and Workforce Expansion,
Head Productivity Improvement Training and Labour, the Task Service, and job seekers who manage
card manufacturing   AK 1.
Conclusions in this study are not optimal service performance given by Field Workforce Training and
Placement due to lack of adequate infrastructure facilities, often a technical disruption in service
implementation manufacture AK 1, lack of energy ministry officials in the implementation of specific
AK 1, and officials have yet to fully disciplines. Therefore, the recommendation is to improve the
operational performance of the facility by improving operational tools, provide room service and
facilities support services satandar infrastructures. Then perform specialized recruitment services as
officers or employees of the Work Introduction to Civil and also to increase the discipline with the
application of strict punishment and electronic absent
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Digulirkannya otonomi daerah di Indonesia

menuntut pemerintah daerah untuk terus

melakukan perubahan dan pembenahan dalam

berbagai sistem yang ada. Perubahan dan

pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah

terutama pemerintah daerah berjalan seiring

dengan perkembangan zaman dan keterbukaan

informasi saat ini. Masyarakat yang dulunya

tidak terlalu peduli dengan kinerja pemerintah,

sekarang mulai peduli dan semakin kritis

seiring dengan kekuatan masyarakat akibat

demokrasi yang telah memperkuat posisi

masyarakat saat ini sehingga mampu

mendorong proses keterbukaan di pemerintah

terutama pemerintah daerah. Masyarakat kini

menuntut hak asasi manusia sebagai warga

negara untuk mendapatkan pelayanan yang

prima dari pemerintah, sehingga pemerintah

harus menyesuaikan diri dan menjawab

tuntutan masyarakat yang senantiasa

berkembang dari waktu ke waktu.

Mengingat salah satu fungsi utama pemerintah

adalah melayani masyarakat maka pemerintah

perlu meningkatkan kualitas pelayanan

sehingga tercipta pelayanan prima.

Setiap pemerintahan negara dapat dipastikan

memiliki instansi yang tugasnya mengurus

ketenagakerjaan secara nasional dengan

berbagai nama instansi tersebut, baik dikenal

dengan nama Departemen Tenaga Kerja,

Departemen Perburuhan, Departemen Sumber

Daya Manusia atau nomenklatur lain dengan

cakupan tugas yang sejenis. Kantor Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya merupakan kantor yang

juga memberikan pelayanan ketengakerjaan,

salah satunya sebagai penyedia Kartu Tanda

Pencari Kerja (AK 1).

Kartu AK 1 merupakan salah satu syarat untuk

melamar pekerjaan disebuah perusahaan atau

instansi baik negeri maupun swasta.hal ini

karena berkaitan erat dengan proses

pengambilan kebijakan terhadap masalah

ketenagakerjaan seperti pengangguran dan

lain-lain. Saat ini pemerintah telah berupaya

untuk meningkatkan pelayanan terhadap

pembuatan kartu AK 1 ini. Pembuatan AK 1

yang semula manual atau tulis tangan berubah

menjadi sistem online yang semuanya

terkomputerisasi. Akan tetapi pada saat peneliti

melakukan pre survey, peneliti melihat bahwa

sering terjadi gangguan teknis pada saat

pelayanan sehingga waktu yang diperlukan

bahkan lebih lama daripada sistem manual

yang berakibat pelayanan menjadi tidak

maksimal.

Kurangnya tenaga khusus atau petugas

operator penerima layanan menyebabkan

apabila terjadi penumpukan para pencari kerja

yang akan mengurus kartu AK 1 menyebabkan

prosedur wawancara tidak terlaksana karena

sempitnya waktu. Selain itu, akibat lainnya

ialah pegawai lain yang ada di Bidang

Pelayanan dan Penempatan mau tidak mau

membantu dalam pelayanan pembuatan kartu

AK 1 tersebut, sehingga mengakibatkan tugas

pokok dan fungsi mereka yang sebenarnya

terganggu. Hal ini dikarenakan dari 4 buah

komputer operator yang tersedia, hanya ada

seorang operator atau petugas penerima

layanan yang melayani para pencari kerja

tersebut. Selain itu juga petugas penerima
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layanan tersebut bukan berasal dari Pegawai

Negeri Sipil melainkan Pegawai Kontrak.

Letak loket pelayanan atau ruang operator

yang menyatu dengan ruang Kepala Bidang

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,

menjadi masalah lain yang timbul dan

mengganggu kinerja dari pimpinan bidang

tersebut. Selain itu juga belum tersedianya

ruang tunggu yang nyaman di ruang pelayanan

tersebut mengakibatkan para pencari kerja

apabila menumpuk atau ramai pada saat musim

pembukaan lapangan kerja dan penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil, terpaksa

menunggu diluar ruangan untuk antri.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang

permasalahan diatas, maka rumusan

permasalahan yang dikemukakan adalah:

Bagaimana Kinerja Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kubu Raya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu

Tanda Pencari Kerja (AK 1) ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

untuk mendiskripsikan kinerja Bidang

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya dalam pelayanan

pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1).

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan pemikiran bagi Kantor Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan

kinerjanya terutama Bidang Pelayanan dan

Penemapatan Tenaga Kerja dalam

memberikan pelayanan bidang

ketenagakerjaan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

a. Kinerja

Banyak literatur yang membahas mengenai

kinerja dan menimbulkan berbagai macam

pengertian. Beberapa ahli mengartikan kinerja

sebagai sebuah output atau keluaran atau hasil

dari suatu kegiatan. Sebagaimana yang ditulis

oleh Mangkunegara (dalam Pasolong,

2007:176) mengatakan bahwa “kinerja

merupakan hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

LAN-RI, ( dalam Pasolong,2007:177)

menyebutkan bahwa Indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan

yang telah diterapkan dengan

mempertimbangkan indikator masukan

(inputs) keluaran (outputs), hasil (incomes),

manfaat ( benefits), dan dampak (impacts).

Zeithaml Parasuraman dan Berry (dalam

Winarsih,2012:182) mengemukakan sepuluh

indikator kinerja pelayanan yaitu :

1. Ketampakan fisik (Tangible) artinya

petampakan fisik dari gedung, peralatan,

pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang

dimiliki oleh providers

2. Reliabilitas (Reliability) adalah

kemampuan untuk menyelenggarakan

pelayanan yang dijanjikan secara akurat.

3. Responsivitas(Responsiveness) adalah

kerelaan untuk menolong customers dan

menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.

4. Kompetensi (Competence) adalah

kemampuan petugas terhadap tugas dan

fungsi yang diemban.
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layanan tersebut bukan berasal dari Pegawai

Negeri Sipil melainkan Pegawai Kontrak.

Letak loket pelayanan atau ruang operator

yang menyatu dengan ruang Kepala Bidang

Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja,

menjadi masalah lain yang timbul dan

mengganggu kinerja dari pimpinan bidang

tersebut. Selain itu juga belum tersedianya

ruang tunggu yang nyaman di ruang pelayanan

tersebut mengakibatkan para pencari kerja

apabila menumpuk atau ramai pada saat musim

pembukaan lapangan kerja dan penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil, terpaksa

menunggu diluar ruangan untuk antri.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang

permasalahan diatas, maka rumusan

permasalahan yang dikemukakan adalah:

Bagaimana Kinerja Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kubu Raya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu

Tanda Pencari Kerja (AK 1) ?
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5. Kesopanan (Courtessy) adalah sikap

petugas dalam memberikan pelayanan.

6. Kredibilitas (Credibility) adalah reputasi

yang dimiliki oleh penyedia layanan dan

petugas layanan.

7. Keamanan (Security) adalah jaminan rasa

aman dalam mekanisme pelayanan yang

dilakukan.

8. Akses (Acces) adalah kemudahan dalam

memperoleh informasi dan menjangkau

tempat layanan.

9. Komunikasi (Communication) adalah

bagaimana petugas mengkomunikasikan

prosedur dan mekanisme pelayanan serta

menjawab keluhan dari penerima layanan.

10. Pengertian (Understanding the costumer)

adalah ketanggapan terhadap kebutuhan

penerima layanan.

dari 10 indikator yang dikemukakan penulis

hanya menggunakan 5 indikator saja yaitu

Ketampakan Fisik (Tangibles), Kompetensi

(Competence), Kredibilitas (Credibility),

Akses (Acces), dan Komunikasi

(Communication).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik

pengumpulan datanya adalah dengan

wawancara, observasi dan studi dokumen.

Teknik analisis data menggunakan teknik

analisis domain. Lokasi penelitian ialah kantor

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian ialah

Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja,

Kepala Seksi Pelatihan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja, Petugas Layanan,

dan pencari kerja yang mengurus pembuatan

kartu AK 1.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketampakan Fisik (Tangibles)

Pemerintah sebagai unsur penyelengaara

pelayanan publik, terutama Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya

tentu selalu ingin memberikan pelyanan yang

prima kepada masyarakat. Salah satu cara untuk

mewujudkan hal tersebut adalah dengan

mengubah pelayanan yang dulunya manual

menjadi sistem online yang sudah terkoputerisasi.

Akan tetapi sekarang ini, fasilitas operasional

yang ada masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan

dalam pelayanan sering mengalami gangguan

teknis sehingga masih menimbulkan keluhan dari

masyarakat penerima layanan. selain itu juga

Dinas Sosial, Tenag Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya masih belum memiliki

ruang operator khusus dan ruang tunggu khusus

untuk pelayanan ketenagakerjaan sehingga masih

belum standar. Hal ini tak lepas juga dari

bangunan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigras Kabupaten Kubu Raya yang masih

menumpang di Panti Jompo yang merupakan

salah satu Unit Pelaksana Tugas Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu

Raya.

2. Kompetensi (Competence)

Saat ini masyarakat harus mampu menjawab

permintaan masyarakat atas pelayanan yang

prima, salah satu cara yang ditempuh adalah

dengan memfasilitasi pegawai atau aparatur

dalam mengembangkan diri mereka sehingga

dapat bekerja secara profesional baik itu melalui

pendidikan formal ataupun berupa bimbingan

teknis. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi terutama Bidang Pelayanan dan

Penempatan Tenaga Kerja belum memiliki

petugas khusus dari pegawai sebagai pelaksana

layanan dan masih menggunakan tenga kontrak.

Meski begitu, pegawai tenaga kontrak tersebut
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dapat bekerja secara profesional karena

sebelumnya sudah diberikan bimbingan teknis

tentang pelayanan pembuatan AK 1.

3. Kredibilitas (Credibility)

Pemerintah harus dapat memberikan rasa aman,

percaya dan reputasi yang baik kepada

masyarakat. Hal ini dilakukan agar memperkuat

rasa percaya masyarakat dan pandangan baik

masyarakat kepada pemerintah yang sekarang ini

semakin berkurang. Salah satunya adalah dengan

meningkatkan disiplin pegawai. Pegawai di Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu

disiplin dan tepat waktu dalam jam masuk, jam

istirahat dan jam pulang kerja sehingga pekerjaan

jarang sekali menumpuk dan dapat diselesaikan

tepat waktu. Selain itu juga  dalam hal pelayanan,

tidak pernah pegawai pelakasana layanan

pembuatan AK 1 itu memungut biaya atas

pembuatan kartu AK 1 tersebut. hal ini dikarenak

hal itu memang sudah menjadi aturan dari

pemerintah pusat dan juga kartu AK 1 ini dibuat

bagi mereka yang mencari pekerjaan atau

menganggur sehingga belum ada penghasilan.

Akan semakin berat bagi masyarakat terutama

pencari kerja bilamana untuk membuat kartu AK

1 memerlukan biaya, karena mereka belum

berpenghasilan.

4. Akses (Acces)

Keterjangkauan akses dan informasi dari

pelaksana layanan dan penerima layanan menjadi

faktor penting dalam suksesnya pelayanan yang

prima. Letak kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang

letaknya di tengah pusat ibukota Kabupaten dan

berada di tepi jalan besar memudahkan para

penerima layanan untuk menjangkau kantor

tersebut. Selain itu juga keterbukaan akses

informasi juga sudah mulai diterapkan oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya dengan menyebar brosur

dan sosialisasi kepada masyarakat seluruh

kecamatan di Kabupaten Kubu Raya serta juga

dengan memasang informasi di website resmi

kabupaten dan kementrian ketenagakerjaan. Hal

ini memudahkan masyarakat khususnya pencari

kerja mendapatkan informasi tentang bagaimana

membuat kartu AK 1.

5. Komunikasi (Communication)

Secara sederhana, komunikasi adalah hubungan

dua orang atau lebih, masing-masing menjadi

komunikan atau penerima pesan dan komunikator

atau penyampai pesan. Dalam hal ini sebagai

komunikator adalah petugas layanan dalam

memberikan penjelasan kepada komunikan

tentang apa-apa saja yang diperlukan dan syarat-

syarat apa yang diperlukan untuk membuat kartu

AK 1. Sejauh ini komunikasi yang tercipta cukup

baik antara komunikan dan komunikator dan

petugas layanan dengan profesional dapat

menyelesaikan tugasnya dengan baik apabila

tidak terjadi gangguan. Selain itu juga

komunikasi pegawai dengan pimpinan maupun

dengan sesama pegawai juga terlihat baik dalam

bekerjasama dalam berbagai hal.

D. Simpulan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimla

dan belum optimal dikarenakan sering

gangguan dalam pelayanan dan tidak memiliki

tempat layanan khusus seperti ruang tunggu

dan loket pelayanan yang membuat penerima

layanan merasa nyaman.

2. Kompetensi pegawai dilihat dari segi

kepegawaian masih belum sesuai dikarenakan

belum ada tenaga yang secara khusus
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ditempatkan dan berasal dari Pegawai Negeri

Sipil, namun begitu pegawai yang ada

sekarang walaupun statusnya sebagai pegawai

kontrak tetapi hasil kerjanya profesional.

3. Pegawai yang ada disiplin pada saat jam kantor

baik itu jam datang, jam kerja dan jam pulang

kantor serta dalam pelayanan tersebut pegawai

tidak pernah sekalipun melakukan pungutan

liar

4. Letak kantor yang berada dipusat

pemerintahan Kabupaten Kubu Raya

menjadikan kantor sangat mudah dijangkau

dan juga dari segi keterbukaan informasi,

sudah sangat terbuka mulai dari pengumuman

di papan informasi, website, dan selebaran

tentang informasi ketenagakerjaan meskipun

tetap ada saja pencari kerja yang masih belum

tau syarat-syarat pembuatan kartu AK 1

5. Tercipta komunikasi yang baik, baik itu antar

pegawai, antar pegawai dengan atasan dan

pegwai dengan penerima layanan dan juga

petugas layanan merespon dengan cepat

apabila terjadi kesalahn dan menjelaskan

dengan baik apa-apa saja informasi yang

ditanyakan kepada mereka tentang pelayanan

pembuatan AK 1 tersebut

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan

terima kasih kepada seluruh pengasuh dan

pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan
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